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KATA PENGANTAR

Pekerjaan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Lalu Lintas Angkutan
Jalan (LLAJ) Kota Bontang ini sebagai upaya untuk merumuskan konsep
pemikiran pengembangan transportasi wilayah Kota Bontang, khususnya
dalam hal penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, dan memberikan
kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan dan pasal-
pasal bagi penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Naskah Akademik terdiri dari 6 bagian yaitu: Bab 1 disampaikan tentang latar
belakang kegiatan, identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah
Akademis, dan Metodologi Penelitian. Bab 2 berisi Kajian Teoritis dan Praktik
Empiris. Bab 3 memuat evaluasi dan analisis peraturan terkait. Bab 4
memuat landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Bab 5 memuat Jangkauan,
Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda. Bab 6 Penutup

memuat Kesimpulan dan Rekomendasi.

Naskah Akademik ini kami harapkan mendapatkan masukan dari stakeholder
terkait demi penyempurnaan laporan. Akhirnya atas perhatian dan

kepercayaan yang diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Bontang, Desember 2019
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PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting
dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung
kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah atau daerah
baik itu daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Sistem transportasi
yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk
dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah. Di samping itu, transportasi juga memiliki peran
penting untuk menciptakan peluang kegiatan yang lain, seperti kegiatan
perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaaan antar wilayah,
sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan
demikian, penyelenggaraan transportasi dalam konteks pengembangan suatu
wilayah dapat menjadi stimulan bagi perkembangan di semua lini atau bidang
kehidupan, baik perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri maupun

sektor-sektor lainnya secara merata di seluruh pelosok wilayah.

Agar penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi ke depan memiliki
arah dan tujuan yang jelas, maka penyelenggaraannya perlu diwujudkan
sesuai dengan asas dan tujuan dari transportasi itu sendiri, dimana harus
diselenggarakan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil
dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran
hukum dan percaya diri sendiri. Sedangkan tujuan diselenggarakannya
transportasi adalah untuk menopang kebutuhan manusia akan pergerakan,
termasuk barang, dan/atau jasa dengan memperhatikan aspek keselamatan,
keamanan, kecepatan, kelancaran, ketertiban dan keteraturan, kenyamanan
dan efisiensi. Selain itu, penyelenggaraan transportasi harus mampu
mewujudkan keterpaduan layanan dan menjangkau seluruh pelosok wilayah
dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai
pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan wilayah dengan biaya

terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan transportasi
bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Kota Bontang memandang
perlu untuk melakukan penataan transportasi wilayah di Kota Bontang,

khususnya di bidang transportasi jalan, dalam rangka menghadapi dinamika



perkembangan wilayah dan kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Bontang memandang penting untuk menentukan arah,
kebijakan, dan strategi penyelenggaraan transportasi jalan guna
mengakomodir tuntutan dan kebutuhan di masa mendatang. Dalam kaitan
ini, Dinas Perhubungan Kota Bontang, merupakan representasi Pemerintah
Daerah yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi Pemerintahan untuk
mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang

Perhubungan.

Penyelenggaraan sektor perhubungan darat telah memiliki dasar hukum
dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas. Selain itu untuk
koneksi antar moda telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2011 tentang Angkutan Multimoda.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1
angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah “satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta

pengelolaannya.”

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bontang belum memiliki peraturan daerah
yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai potensi dan
masalah Kota Bontang kecuali peraturan daerah yang mengatur pajak daerah,
penyelenggaraan dan retribusi terminal, penyelenggaraan dan retribusi parkir,
pajak parkir, penyelenggaraan dan ijin usaha angkutan barang. Beberapa
regulasi tersebut yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan. Dengan
demikian peraturan daerah yang ada masih sebatas berorientasi pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain persoalan yang berkaitan dengan
lalu lintas dan angkutan jalan yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang tidak
cukup diatasi dengan hanya mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang disusun Pemerintah Pusat.



Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kota Bontang memandang perlu
untuk melakukan suatu kajian awal yang bersifat indikatif untuk
mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan
transportasi darat, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di
wilayah Kota Bontang. Hasil kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi
penyusunan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lokalitas, sesuai dengan
potensi dan permasalahan yang dihadapi Kota Bontang dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai
dengan kewenangannya untuk menyusun peraturan daerah berdasar pasal 18
ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur “Pemerintah daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

B IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam
kajian akademis ini akan membahas persoalan bidang perhubungan
khususnya angkutan darat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Bontang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan
urusan wajib tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara rinci beberapa
persoalan yang berkaitan dengan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bontang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah:

1) Bagaimana permasalahan lalu lintas yang dihadapi dan pengaturannya
yang ada di Kota Bontang?

2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan?

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Bontang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?



C TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di
atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bontang ini

dirumuskan sebagai berikut:

1) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kota Bontang dalam
penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta merumuskan cara-

cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah
sebagai dasar hokum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bontang.

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

yang dimaksud.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai
acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota

Bontang.

D METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini
adalah metode yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka terhadap data
sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan
penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan atau dokumen lainnya, seperti
hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam metode ini
juga dilakukan rapat dengar pendapat dengan melibatkan peran aktif

stakeholders sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik ini
adalah pendekatan filosofis, historis, sosiologis, teknis-ekonomi, yuridis, dan
komparatif. Adapan tahapan penyusunan naskah akademik Rapeda LLAJ

Kota Bontang ini, adalah:
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1)

2)

3)

4)

Telaah rumusan yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan kajian terhadap substansi peraturan

perundang-undangan terkait lainnya;

Review literatur atau kajian pustaka yang relevan dengan penyelenggaraan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Penyerapan aspirasi stakeholders (pemangku kebijakan di daerah tersebut)
untuk mengetahui visi-misi dan kebijakan dalam pembangunan
transportasi darat khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

Formulasi kerangka penyempurnaan terhadap Raperda Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kota Bontang.

Tahapan penyusunan Naskah Akademis meliputi formulasi konsep dasar,

proses penyusunan lingkup naskah, dan penyusunan rekomendasi.

1)

2)

3)

4)

Konsep Dasar
Pemerintah Kota Bontang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan;
mengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Bontang:

a) Pemerintah Kota Bontang menghadapi persoalan yang berhubungan

dengan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b) Pemerintah Kota Bontang membutuhkan dasar hukum untuk mengatur

dan mengendalikan lalu lintas yang merupakan urusan wajib sesuai
kewenangannya.

Kajian aspek hukum dan aspek non hukum:

a) Inventarisasi peraturan;

b) Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan dari

stakeholders; dan

c¢) Analisis preskripsi untuk menyusun peraturan daerah dgn

menggunakan teori-teori, asas- asas hukum dan kebutuhan
stakeholders.

Rekomendasi

Naskah Akademis ini digunakan sebagai bahan penyusunan Raperda dan

peraturan pelaksanaannya.



Penyempurnaan
Metodologi

y
TAHAPAN SURVEI

v

v

v

v

Identifikasi
permasalahan
penyelenggaraan LLAJ
Kota Bontang

Inventarisasi studi dan
peraturan perundang-
undangan/kebijakan

Studi Literatur teori dan
aturan mengenai
penyelenggaraan LLAJ

Survei Instansional
kebijakan dan praktek
penyelenggaraan LLAJ

v

ANALISIS DATA

A

v

v

v

v

Analisis permasalahan
penyelenggaraan LLAJ
Kota Bontang

Analisis landasan
filosofis, sosiologis dan
yuridis

Analisis sasaran yang diwujudkan,
ruang lingkup pengaturan jangkauan
dan arah pengaturan Perda Kota
Bontang tentang Penyelenggaraan LLAJ

Menyiapkan Rancangan
Perda Kota Bontang
tentang Penyelenggaraan
LLAJ

Tidak

Konsultasi Tim Pengarah

Ya
Rancangan Perda

tentang Penyelenggaraan
LLAJ Kota Bontan

Gambar 1 Metodologi Penelitian

Naskah akademis ini menggunakan metode penelitian hukum. Menurut
(2005),

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

Peter Mahmud penelitian hukum adalah suatu proses untuk
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini
memberikan preskipsi apa yang seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum

meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis.

Penelitian hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk praktik hukum
berupa penyusunan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2005)
meliputi:

a) Menetapkan isu hukum;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum (apabila dipandang perlu juga
bahan-bahan non-hukum);

c) Melakukan telaah atas isu hukum berdasar bahan-bahan yang telah
dikumpulkan;

d) Menarik kesirripulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

hukum; dan
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e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangu

Kegiatan penelitian ini terdiri atas:
1) Pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian hukum, data utama yang dibutuhkan dalam
penyusunan Naskah Akademik ini adalah data sekunder yang diperoleh
dengan studi kepustakaan (desk study). Studi kepustakaan ini didukung
dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau konsultasi publik atau
dialog publik yang akan dikoordinir oleh Dinas Perhubungan, Kota
Bontang dengan dihadiri oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders)
yang terdiri dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait,
pengusaha angkutan, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan dihadiri
oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder), maka diharapkan data
dapat diperoleh masukan (umpan balik) secara holistik dan komprehensif.
Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan bahan non
hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik
dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang
ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat
diimplementasikan. Data sekunder (Peter Mahmud, 2005; dan Soeijono

Soekanto, 1985, 1995) yang digunakan meliputi:

a) bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini
digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

(I) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945;

(2) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945
dan amandemennya; dan

(3) Peraturan Perundang - undangan lainnya, antara lain Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya,

b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, jurnal, hasil
penelitian hukum dan penelitian teknis tentang lalu lintas khususnya di
Kota Bontang.

Selain data sekunder, kajian ini menggunakan pula data primer yang



diperoleh dengan cara pengamatan lapangan. Alat yang digunakan untuk

memperoleh data primer adalah observasi dengan melakukan survey ke

lapangan, wawancara, dan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk
melakukan wawancara.
2) Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan

pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum,

termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah

Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada

teori dan asas hukum.

Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam

bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi

yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
3) Sistem Kerja
Sistem kerja dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

a) dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja yang diterbitkan Pemerintah
Kota Bontang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala gabunDinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishub) Kota Bontang
dengan Pustral UGM,;

b) melibatkan instansi teknis melalui rapat koordinasi dengan semua
instansi terkait dan diskusi dengan pemangku kepentingan
(stakeholders) sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada; dan

c) koordinasi antara tim penyusun dengan Pemerintah Kota Bontang
khususnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
(Dishubkominfo) Kota Bontang. Tim Penyusun Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah dari PUSTRAL UGM terdiri dari bidang-
bidang ilmu sesuai yang dibutuhkan.

4) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mendasarkan pada ketentuan sebagaimana telah diatur didalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan khususnya pada bagian Lampiran I sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

. I



BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
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KAJIAN TEORITIS DAN
PRAKTIK EMPIRIS

A KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritik yang digunakan dalam Naskah Akademik ini berkaitan
dengan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu kewenangan dan
tanggung jawab Pemerintah Kota Bontang. Penyusunan Naskah Akademik ini
akan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan urusan wajib dan

pelayanan publik, asas- asas pemerintahan yang baik, dan transportasi.

1. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik

Paradigma desentralisasi mengalami perubahan seiring tuntutan
masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya perubahan secara
fundamental. Perubahan ini tentu saja akan selalu diiringi pula terjadinya
perubahan dalam bidang hukum khususnya hukum tertulis yang sering
disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Perubahan perundang-
undangan tersebut mulai dari Konstitusi negara, yaitu Undang- Undang Dasar
1945 dan akhimya berimplikasi pada peraturan perundang - undangan di
bawahnya. Salah satu yang terkena implikasi atas perubahan paradigma
tersebut adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang tata
pemerintahan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang cepat
mengalami perubahan adalah pengaturan kewenangan pemerintahan daerah.
Terhitung sejak reformasi pada tahun 1987, Undang-Undang Pemerintahan
Daerah telah mengalami pergantian dan masih ditambah perubahannya.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sehingga perlu diganti dan telah mengalami perubahan
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Philipus M.Hadjon dkk (2005), desentralisasi mengandung makna
bahwa wewenang uhtuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak
semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga
oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan
territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih
rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian

urusan pemerintahan.



Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, maka terlihat

bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

a) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak
semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;

b) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah,
baik ddlam satuan territorial maupun fungsional; dan

c) satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan
mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya Philipus M.Hadjon dkk (2005) menyebutkan Penyerahan

kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau
tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup
wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun
mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan
cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur
dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi

sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan (medebeunnd).

Berdasarkan pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, terlihat
bahwa penyerahan wewenang dapat bersifat penuh atau tidak penuh dengan
melihat pada batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih
tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan yang diberikan
bersifat penuh maka disebut dengan otonomi sedangkan yang tidak penuh
disebut dengan tugas pembantuan (medebeunnd). Jika merujuk pada
pendapat Philipus M.Hadjon dkk. tersebut dan dikaitkan dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, maka terlihat bahwa
Pemerintah Daerah menjalankan fungsi otonomi dan fungsi pembantuan
(medebeunnd). Hal ini terlihat secara tegas termuat di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 baik dalam bagian konsideransnya maupun batang
tubuhnya, yaitu Pasal 9 ayat (4) yaitu urusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada
bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf a secara
tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara



Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas

diatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota yang meliputi:

a) pendidikan;
b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
])

tenaga kerja;

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
pangan;

pertanahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan Desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal,

kepemudaan dan olah raga;

statistik;

persandian;

kebudayaan;

perpustakaan; dan

kearsipan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengatur

tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari negara untuk memberikan

pelayanan publik sebagai konsekuensi negara hukum modern. S. F Marbun

(1997) mengemukakan bahwa “konsepsi negara hukum modern menempatkan

peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur



disebut dengan istilah welfare state (negara kesejahteraan) atau social service
state (negara memberi pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan
tugas public service, atau menurut Lemaire disebut bestuurszorg yaitu negara
berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum atau welvaarsstaat atau
verzorgingsstaat atau menurut- AM Donner disebut social rechstaat atau oleh
Gwendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah “Pemerintahan

Raksasa yang Aktif”.

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen,
secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar
1945 ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum
dan hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum yang dikemukakan oleh
Krabbe (CST Kansil, 2005), yaitu negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Di
dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin seluruhnya oleh negara,
sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun apabila melihat pada bagian
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan bahwa
negara bertujuan, antara lain, memajukan kesejahteraan umum. Dengan
demikian, jika melihat pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, meskipun secara tegas bahwa Indonesia memilih negara
hukum dan bukan negara kesejahteraan, akan tetapi Negara Indonesia
memiliki salah sau tujuan yang ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan

umuim.

Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya adalah memajukan kesejahteraan
umum, maka menjalankan pelayanan publik (public service) yang pada masa
sekarang semakin kompleks mengingat perkembangan kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, semakin kompleksnya kebutuhan pelayanan
publik untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dihadapkan pada kondisi
keterbatasan dalam peraturan yang tidak mengatur sehingga akan
mempersulit Pemerintah untuk bertindak. Dengan demikian, menurut S. F
Marbun (1997) Pemerintah membutuhkan kemerdekaan atau kebebasan
bertindak atas inisiatif atau kebijaksanaannya sendiri, utamanya dalam
menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah genting dan penting yang
timbul secara mendadak, sedangkan peraturan untuk menyelesaikan masalah
tersebut tidak ada atau samar-samar atau rumusan kalimatnya bersifat

sangat umum. Menurut S.F. Marbun (1997) tindakan administrasi negara



mengambil kebijaksanaan tersebut, dalam Hukum Administrasi disebut

discretionary power atau “pouvoir diecretionare” atau “freies ermessen”.

Masih menurut S.F. Marbun (1997), kebijaksanaan atau freies ermessen
didefinisikan atau dirumuskan sebagai suatu kebebasan atau keleluasaan
bertindak atas inisiatif sendiri (kebijaksanaan) yang dimungkinkan oleh
hukum, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak
yang muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya belum ada atau
kewenangannya tidak jelas atau samar-samar, yang harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Berdasarkan pada teori
rumusan kebijaksanaan atau “freies ermessen” tersebut, semakin jelas bahwa
ada lima (5) hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat

kebijaksanaan, yaitu:

a) adanya kebebasan atau keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri;

b) dimungkinkan oleh hukum;

c) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang
muncul secara tiba-tiba;

d) karena pengaturannya belum ada atau kewenangannya tidak jelas atau
samar-samar; dan

e) harus dapat dipertanggungjawabkan, secara hukum dan moral.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Indonesia yang Adil dan Patut

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka pemerintah yang baik dan patut
sudah selayaknya memegang asas-asas pemerintahan yang baik dan patut.
Menurut Philipus M.Hadjon dkk (2005) asas-asas Pemerintahan Indonesia
yang adil dan patut dapat dirinci sebagai berikut:

a) asas persamaan;

b) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

c) asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;

d) asas ganti rugi karena kesalahan

e) asas kecermatan;

f) asas kepastian hukum;

g) asas kejujuran dan keterbukaan;

h) asas larangan menyalahgunakan wewenang;

i) asas larangan sewenang-wenang

j) asas kepercayaan atau penghargaan;

k) asas motivasi;

1) asas kepantasan dan kewajaran;



m) asas pertanggungjawaban;

n) asas kepekaan;

0) asas penyelenggaraan kepentingan umum;
p) kebijaksanaan

q) itikad baik.

3. Transportasi

Transportasi didefinisikan sebagai perpindahan barang dan penumpang
dari suatu tempat ke tempat lain dan mempunyai dua unsur terpenting yaitu
pergerakan (movement) dan perubahan tempat bagi muatannya (Salim, 2002).
Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat,

pembangunan ekonomi dan sosial ekonomi suatu masyarakat (Salim,2002).

Kebutuhan akan pergerakan selalu menimbulkan permasalahan,
khususnya pada saat orang ingin bergerak untuk tujuan yang sama di dalam
daerah tertentu dan pada saat yang bersamaan pula. Kemacetan,
keterlambatan, polusi suara dan udara adalah beberapa permasalahan
(eksternalitas) yang timbul karena adanya pergerakan. Sepanjang sejarah,
transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang sangat pesat.
Sebagai akibat dari adanya kebutuhan pergerakan manusia dan barang, maka
timbul tuntutan kebutuhan untuk menyediakan prasarana dan sarana agar
pergerakan tersebut berlangsung dengan kondisi aman, nyaman dan lancar,

serta ekonomis dari segi waktu dan biaya.

Pengertian transportasi menurut Morlok (1981) adalah memindahkan atau
mengangkut dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Bowersox (1981),
definisi transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu
lokasi ke lokasj lain, dengan produk yang digerakkan atau dipindahkan ke

lokasi yang dibutuhkan atau diinginkan.
Fungsi pokok dari sistem transportasi adalah :

a) menggerakkan obyek yang diangkut baik penumpang, hewan maupun
barang;
b) melindungi obyek yang diangkut dan
c) mengendalikan kecepatan dan arah dari gerakan, sehingga keamanan
perjalanan dapat terjamin.
Tetapi secara umum dapat disimpulkan, bahwa transportasi adalah suatu
kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan/atau barang) dari satu
tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan

lain-lain). Pemindahan ini harus menempuh suatu jalur perpindahan atau



prasarana yaitu lintasan yang mungkin sudah disiapkan oleh alam, seperti
sungai, laut, dan udara atau jalur lintasan hasil kerja pemikiran manusia,
misalnya jalan raya, jalan rel, dan pipa. Dari jenis yang diangkutnya terdiri
dari barang, paket, surat, kemudian hasil dari transportasi berupa barang

(mobil, jembatan, peralatan, dan lain- lain) dan pelayanan (jasa).

Seiring dengan sejak keberadaan umat manusia di muka bumi ini, maka
aktivitas transportasi juga dimulai. Mulai dari aktivitas transportasi yang
bersifat alami yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknologi
modern sesuai dengan perkembangannya. Dimulai dengan hanya berpindah
dengan jalan kaki yang kemudian diikuti dengan menggunakan hewan
sebagai sarana tranpsortasi awai yang dimanfaatkan untuk perjalanan jarak
pendek maupun jauh. Juga dengan hewan dapat mengangkut barang lebih
banyak, tanpa harus mengeluarkan tenaga manusia yang berlebihan untuk

itu.

Pada prinsipnya dalam transportasi secara garis besar dibedakan atas
transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya dari

ketiga hal tersebut dapat uraikan seperti berikut ini.
1) Transportasi darat yang meliputi :
a) transportasi jalan;
b) transportasi kereta api;
c) transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
d) transportasi pipa;
e) transportasi gantung.
2) Transportasi laut
3) Transportasi udara

Dari segi jangkauan, transportasi dapat dibedakan atas transportasi lokal,

transportasi regional, transportasi nasional dan transportasi internasional.

B PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN



Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1

Lalu Lintas a.

dan Angkutan

Jalan (LLAJ) b.
c
d
e
f.
g
h
i
j.
k

.Audit dan

Penetapan rencana induk jaringan a. Penetapan

LLAJ Nasional
Penyediaan perlengkapan jalan di
jalan nasional.

. Pengelolaan terminal penumpang

tipe A.

. Penyelenggaraan terminal barang
untuk umum.

. Persetujuan penyelenggaraan

terminal barang untuk kepentingan
sendiri.
Pelaksanaan uji
bermotor.

tipe kendaraan

. Penetapan lokasi dan pengoperasian

atau penutupan alat penimbangan
kendaraan bermotor.

. Pelaksanaan akreditasi unit
pengujian berkala kendaraan
bermotor.

. Penyelenggaraan akreditasi lembaga

pendidikan mengemudi.

Pelaksanaan kalibrasi alat
pengujian berkala kendaraan
bermotor.

. Pelaksanaan manajemen dan

rekayasa lalu lintas untuk jaringan
jalan nasional.

Persetujuan hasil analisis dampak
lalu lintas untuk jalan nasional.
inspeksi keselamatan
LLAJ di jalan nasional.

b.

rencana
jaringan LLAJ Provinsi.
Penyediaan perlengkapan
jalan di jalan provinsi.
Pengelolaan terminal
penumpang tipe B.

. Pelaksanaan manajemen dan

rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan provinsi.
Persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk
jalan provinsi.

Audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ di jalan
provinsi.

Penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan orang
dan/atau barang antar kota

dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
. Penetapan kawasan

perkotaan untuk pelayanan
angkutan perkotaan yang

melampaui batas 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

Penetapan rencana umum

jaringan trayek antarkota
dalam Daerah provinsi dan
perkotaan yang melampaui

induk a. Penetapan rencana induk

jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota.

. Penyediaan perlengkapan
jalan di jalan
Kabupaten/Kota.

. Pengelolaan terminal
penumpang tipe C.

. Penerbitan izin
penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas
parkir.

. Pengujian berkala
kendaraan bermotor.

. Pelaksanaan  manajemen
dan rekayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan
kabupaten /kota.

. Persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas untuk
jalan kabupaten/kota.

. Audit dan inspeksi
keselamatan LLAJ di jalan
kabupaten/kota.

i. Penyediaan angkutan
umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau
barang dalam
kabupaten/kota.

j. Penetapan perkotaan

pelayanan Daerah kawasan



>

. Penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan
dan/atau barang antar Daerah
kabupaten/kota  antar  Daerah
provinsi serta lintas batas negara.

. Penetapan  kawasan  perkotaan
untuk pelayanan angkutan
perkotaan yang melampaui batas 1
(satu) Daerah provinsi dan lintas
batas negara.

. Penetapan rencana umum jaringan
trayek antarkota antarprovinsi dan
perkotaan yang melampaui batas 1
(satu) Daerah provinsi dan lintas
batas negara.

. Penetapan rencana umum jaringan
trayek perdesaan yang melampaui 1
(satu) Daerah provinsi.

Penetapan wilayah operasi
angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui Daerah provinsi.
Penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek lintas
negara dan trayek lintas Daerah
provinsi.

Penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan tidak dalam trayek yang
melayani:

1) angkutan taksi yang wilayah

operasinya melampaui 1 (satu)
Daerah provinsi,
2) angkutan dengan  tujuan

. Penetapan

batas 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Penetapan rencana umum

jaringan trayek pedesaan
yang melampaui 1 (satu)
Daerah kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi.

. Penetapan wilayah operasi

angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya
melampaui Daerah
kota/kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi.
Penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

. Penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan
taksi yang wilayah

operasinya melampaui lebih
dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi.

tarif kelas
ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah
provinsi  serta angkutan
perkotaan dan perdesaan

. Penerbitan

. Penerbitan

untuk angkutan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

. Penetapan rencana umum

jaringan trayek perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

. Penetapan rencana umum

jaringan trayek pedesaan
yang menghubungkan 1
(satu) Daerah kabupaten.

.Penetapan wilayah operasi

angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada
dalam Daerah
kabupaten/kota.

izin
penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

izin
penyelenggaraan taksi dan
angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya

berada dalam  Daerah
kabupaten/kota.
. Penetapan tarif kelas

ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek
antarkota dalam Daerah



tertentu; dan yang melampaui 1 (satu) kabupaten serta angkutan

3) angkutan pariwisata. Daerah kabupaten/kota perkotaan dan perdesaan

dalam 1 (satu) Daerah yang wilayah pelayanannya

u. Penerbitan izin penyelenggaraan provinsi. dalam Daerah
angkutan barang khusus. kabupaten/kota.

v. Penetapan tarif kelas ekonomi
untuk angkutan orang yang
melayani trayek antarkota antar

Daerah provinsi, angkutan
perkotaan dan angkutan perdesaan
yang wilayah pelayanannya

melampaui Daerah provinsi.

2 Pelayaran a. Penerbitan izin usaha angkutan a. Penerbitan izin usaha a. Penerbitan izin usaha
laut bagi badan usaha yang angkutan laut bagi badan angkutan laut bagi badan
melakukan kegiatan pada lintas usaha yang  berdomisili usaha yang berdomisili



pelabuhan antar-Daerah provinsi
dan internasional.

Penerbitan izin trayek
penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau untuk kapal yang
melayani trayek antar- Daerah
provinsi dan/atau antarnegara.
Penetapan lintas penyeberangan
dan persetujuan pengoperasian
kapal yang terletak pada jaringan
jalan nasional, jaringan jalur
kereta api nasional, dan/atau
antar negara atau lintas
penyeberangan antar negara
dan/atau antar- Daerah provinsi.
Penetapan lintas penyeberangan
dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani
penyeberangan antar-Daerah
Provinsi dan/atau antar negara
Penerbitan izin usaha jasa terkait
beripa pengelolaan kapal,
perantara jual beli dan/atau sewa
kapal, keagenan kapal dan awak
kapal

Penetapan tarif angkutan laut
dalam negeri untuk penumpang
kelas ekonomi.

Penetapan tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan antar negara dan
antar- Daerah provinsi.

d.

e.

dalam wilayah dan
beroperasi pada lintas
pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam

wilayah Daerah provinsi

Penerbitan izin usaha
angkutan laut pelayaran
rakyat bagi orang
perorangan atau  badan

usaha yang berdomisili dan
yang beroperasi pada lintas
pelabuhan antar- Daerah
kabupaten/kota dalam
Daerah provinsi, pelabuhan
antar-Daerah provinsi, dan
pelabuhan internasional.

Penerbitan izin trayek
penyelenggaraan angkutan
sungai dan danau untuk

kapal yang melayani trayek
antar-Daerah

kabupaten/kota dalam
Daerah provinsi yang
bersangkutan.

Penetapan lintas
penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian

kapal antar-Daerah
kabupaten/kota dalam
Daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan
provinsi dan/atau jaringan
jalur kereta api provinsi.

Penetapan lintas

. Penerbitan

dalam Daerah
kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah
kabupaten/kota.

. Penerbitan izin usaha
angkutan laut pelayaran
rakyat bagi orang
perorangan atau badan
usaha yang berdomisili

dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan dalam
Daerah kabupaten/kota.

izin  usaha
penyelenggaraan angkutan
sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang
perseorangan warga
negara Indonesia atau
badan usaha

. Penerbitan izin trayek

penyelenggaran angkutan
sungai dan danau untuk

kapal yang melayani
trayek  dalam Daerah
kabupaten/kota yang
bersangkutan

. Penerbutan izin usaha
penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai
dengan domisili badan
usaha
Penetapan lintas
penyeberangan dan



Penetapan lokasi pelabuhan.
Penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan utama,
dan pelabuhan pengumpul.
Pembangunan, penerbitan izin
pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul.

Pembangunan dan penerbitan izin
pelabuhan sungai dan danau yang
melayani trayek antarnegara
dan/atau antar-Daerah provinsi.
Penerbitan izin lokasi, membangun
dan  mengoperasikan  terminal
khusus.

. Penerbitan izin usaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul.
Penerbitan izin pengembangan
pelabuhan untuk pelabuhan
utama dan pelabuhan pengumpul.
Penerbitan izin  pengoperasian
pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul.

Penerbitan izin pekerjaan
pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul.

Penerbitan izin pekerjaan
reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul

Penerbitan izin pengelolaan

. Penetapan

. Penetapan

penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani

penyeberangan lintas
pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi.
Penerbitan izin usaha jasa
terkait berupa bongkar muat

barang, jasa pengurusan
transportasi, angkutan
perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan
angkutan laut atau
peralatan jasa terkait

dengan angkutan laut, tally
mandiri, dan depo peti
kemas.

tarif angkutan
penyeberangan penumpang
kelas ekonomi dan
kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan antar-
Daerah kabupaten/kota
dalam Daerah provinsi.
rencana induk
dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional.
Pembangunan, penerbitan
izin  pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan
pengumpan regional.
Pembangunan dan

. Penetapan

persetujuan pengoperasian

kapal dalam Daerah
kabupaten/kota yang
terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota

dan/atau jaringan jalur
kereta api kabupaten/kota
lintas
penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani
penyeberangan dalam
Daerah kabupaten/kota

. Penerbitan izin usaha jasa

terkait dengan perawatan
dan perbaikan kapal.
Penetapan tarif angkutan
penyeberangan
penumpang kelas ekonomi

dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan dalam

Daerah kabupaten/kota.
Penetapan rencana induk

dan DLKR/DLKP
pelabuhan pengumpan
lokal.

. Penetapan rencana induk

dan DLKR/DLKP untuk
pelabuhan sungai dan
danau.

Pembangunan, penerbitan
izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan



Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul
Penyelenggaraan keselamatan dan
keamanan pelayaran
Penyelenggaraan
lingkungan maritim

perlindungan

penerbitan izin pelabuhan

sungai dan danau yang
melayani trayek lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

Penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan
regional.

Penerbitan izin
pengembangan  pelabuhan
untuk pelabuhan
pengumpan regional.

. Penerbitan izin
pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan
regional.

. Penerbitan izin pekerjaan
pengerukan di = wilayah
perairan pelabuhan

pengumpan regional

. Penerbitan izin reklamasi di

wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional

. Penerbitan izin pengelolaan

terminal untuk kepentingan
sendiri (TUKS) di dalam
BLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional.

pengumpan lokal.

. Pembangunan dan
penerbitan izin
pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan
sungai dan danau.

. Penerbitan izin usaha
badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpul
lokal.

. Penerbitan izin

pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan
pengumpan lokal

. Penerbitan izin

pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan
lokal

. Penerbitan izin pekerjaan

pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan
pengumpan lokal

Penerbitan izin reklamasi

di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan
lokal

Penerbitan izin
pengelolaan Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal.



3

4

Penerbangan

Perkeretaapian

Pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan penerbangan
sipil.

a. Penetapan rencana induk
perkeretaapian nasional.

b. Penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum

yang jaringan jalurnya melintasi
batas Daerah provinsi

c. Penetapan jaringan jalur kereta pai
yang jaringannya melebihi wilayah 1
(satu) Daerah Provinsi

d. Pengujian prasarana perkeretaapian.

e. Penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta
api nasional.

f. Penerbitan izin wusaha dan izin
operasi sarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas Daerah provinsi.

g. Pengujian sarana perkeretaapian.

h.Penetapan  jaringan pelayanan
perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian nasional.

i. Penetapan pedoman tarif angkutan
orang dan tarif angkutan barang.

j. Akreditasi badan hukum atau
lembaga pengujian prasarana dan
sarana perkeretaapian.

k. Sertifikasi tenaga perawatan
prasarana dan sarana
perkeretaapian.

a.

b.

. Penerbitan

Penetapan rencana induk

perkeretaapian provinsi.

Penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin
operasi prasarana

perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya melintasi

batas Daerah
kabupaten/kota.

. Penetapan  jaringan jalur
kereta api yang jaringannya
melebihi wilayah 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota
dalam 1(satu) Daerah
Provinsi

.Penetapan  kelas  stasiun

untuk stasiun pada jaringan
jalur kereta api provinsi

. Penerbitan izin operasi
sarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya
melintasi batas Daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi

. Penetapan jaringan
pelayanan perkeretaapian
pada jaringan jalur

perkeretaapian provinsi.
izin pengadaan

atau pembangunan

Penerbitan izin mendirikan
bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter.

a. Penetapan rencana induk
perkeretaapian
kabupaten/kota.

b. Penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin
operasi prasarana

perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya dalam 1
(satu) Daerah
kabupaten/kota.

c. Penetapan jaringan jalur
kereta api yang jaringannya

dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota

d.Pentapan kelas stasiun
untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota

e. Penerbitan izin  operasi
sarana perkeretaapian
umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota

f. Penetapan jaringan
pelayanan perkeretaapian
pada jaringan jalur
perkeretaapian

kabupaten/kota.

g. Penerbitan izin pengadaan



|. Penerbitan

izin pengadaan atau
pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan
jalur kereta api khusus yang
jaringannya melebihi 1 (satu)
Daerah Provinsi dan batas wilayah
negara.

Sumber: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

perkeretapian khusus, izin
operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang
jaringannya melebihi 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

atau pembangunan
perkeretapian khusus, izin

operasi, dan penetapan
jalur kereta api khusus
yang jaringannya dalam

Daerah kabupaten/kota.



C MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
pengertian manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha
dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan,
pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas ini meliputi kegiatan:

a) Perencanaan, yang mencakup kegiatan berikut:

(1) Identifikasi masalah lalu lintas

(2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas

(3) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang

(4) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan

(5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung
kendaraan

(6) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas

(7) Penetapan tingkat pelayanan

(8) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas.

b) Pengaturan, dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu
lintas pada jaringan jalan tertentu merupakan hasil dari penetapan
rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas. Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas meliputi:

(1) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat
umum di semua ruas jalan; dan

(2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku
pada masing-masing ruas jalan.

c) Perekayasaan, mencakup kegiatan pengadaan, pemasangan,



perbaikan, dan pemliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan

langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan

langsung dengan pengguna jalan meliputi:

(1) Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);

(2) Rambu lalu lintas;

(3) Marka jalan;

(4) Alat penerangan jalan;

(5) Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas alat pembatas
kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;

(6) Alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas pagar pengaman,
cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pulau lalu
lintas dan pita penggaduh;

(7) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
berada di jalan maupun di luar badan jalan meliputi jalur khusus
angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan
tidak bermotor, parkir pada badan jalan, dan fasilitas perpindahan
moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan

(8) Fasilitas pendukung penyelenggaraan allu lintas dan angkutan
jalan, meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan
pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia.

d) Pemberdayaan, mencakup kegiatan dalam rangka pemberian:

(1) Arahan;

(2) Bimbingan;

(3) Penyuluhan;

(4) Pelatihan; dan

(5) Bantuan teknis.

e) Pengawasan, mencakup kegiatan:
(1) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan

(2) Tindakan korektif terhadap kebijakan.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara:
a) Penetapan prioritas angkutan massal;

b) Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;



c) Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

d) Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas;
e) Pemaduan berbagai moda angkutan;

f) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

g) Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan

h) Perlindungan terhadap lingkungan.
D TATARAN MAKRO PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH

1. RTRW Nasional

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
RTRW Nasional menyatakan bahwa Rencana struktur ruang wilayah
nasional meliputi:

a) sistem perkotaan nasional;

b) sistem jaringan transportasi nasional,;

c) sistem jaringan energi nasional;

d) sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan

e) sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 11 dalam PP RTRW Nasional tersebut mengatur mengenai Sistem
Perkotaan Nasional. Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan
Nasional/PKN, Pusat Kegiatan Wilayah/PKW, dan Pusat Kegiatan
Lokal/PKL. PKN dan PKW, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari PP ini, sedangkan PKL ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan

dengan Menteri.

Tabel 2 Sistem Perkotaan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan 1. Kawasan Perkotaan 1.Tanjung Redeb 1.Nunukan (I/A/1)

Timur Balikpapan — (I/C/1) 2.Simanggaris (I/A/2)
Tenggarong — 2.Sangata (I/B) 3.Long Midang (I/A/2)
Samarinda — 3.Nunukan (I/B) 4.Long Pahangai




Bontang (I/C/1) 4.Tanjung Selor (II/A/2)
2. Tarakan (I/C/1) (II/C/1) 5.Long Nawan (II/A/2)
5. Malinau
(II/C/1)
6. Tanlumbis
(II/B)
7.Tanah Grogot
(II/C/1)
8.Sendawar

(II/C/2)

Sumber: PP No.26/2008 Tentang RTRW Nasional

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dalam Sistem Perkotaan Nasional, Provinsi
Kalimantan Timur, Kota Bontang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) yaitu dalam kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong -

Samarinda - Bontang.

2. RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur diatur pada
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 -
2036. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan
Timur meliputi:

a) Sistem Perkotaan. Berdasarkan rencana pengembangan sistem
perkotaan wilayah Provinsi dan sistem perkotaan nasional yang
terkait fengan wilayah provinsi, maka PKN meliputi kawasan
perkotaan Balikpapan — Tenggarong — Samarinda — Bontang.
Rincian pusat kegiatan nasional (PKN) Kota Bontang yang termasuk
dalam sistem perkotaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Pusat Kegiatan Nasional di Kota Bontang

1 Kawasan Perkotaan Balikpapan Bontang o Pusat Industri Strategis

— Tenggarong — Samarinda - Nasional




Bontang o Pusat Pengolahan Migas
o Pusat Pemerintahan Kota
o Pusat Perdagangan Regional
o Pusat Koleksi dan
Distribusi Barang Regional
o Pusat Pengolahan

Perikanan

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

b) Sistem Jaringan Prasarana Utama

(1) Sistem Jaringan Transportasi Darat
Sistem jaringan prasarana utama yang berada di kawasan Kota
Bontang saat ini terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor
primer serta masuk dalam rencana pembangunan jalan bebas
hambatan. Detail ruas jalan yang dilalui adalah sebagai berikut:
(a) Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer yang ada di Kota Bontang adalah sebagai

berikut.

Tabel 4 Jalan Arteri Primer di Kota Bontang

!

1 Ruas Jalan Santan - Bontang 47,92

2 Ruas Jalan Bontang - Sangatta 54,84

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036
(b) Jalan Kolektor Primer 1 (K-1)
Jalan kolektor primer yang ada di Kota Bontang adalah sebagai
berikut.
Tabel S Jalan Kolektor Primer di Kota Bontang

l

1 Ruas Jalan S. Parman 2,33

2 Ruas Jalan Brigjen Katamso (JL 2,29
Bayangkara)

3 Ruas Jalan MT. Haryono 1,18

4 Ruas Jalan Letjen  Suprapto (JL 0,43




Diponegoro)

S Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Jl. Ahmad 0,93
Dahlan)

6  Ruas Jalan Kapt Tendean (J1. Yos Sudarso) 1,87

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

(c) Jalan Bebas Hambatan
Jalan bebas hambatan yang akan dibangun di Kota Bontang
adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Jalan Bebas Hambatan di Kota Bontang

1 Ruas Jalan Kota Samarinda - Kota 94,00
Bontang
2 Ruas Jalan Kota Bontang — Kota Sangatta 43,40

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

Selain prasarana jalan, simpul transportasi darat adalah terminal.
Terminal penumpang yang ada di dalam Provinsi Kalimantan Timur
terdiri dari Terminal Tipe A (Nasional), Tipe B (Provinsi), Kota
Bontang saat ini memiliki Terminal Penumpang Bontang yang
memiliki hirarki peran dan fungsi sebadai AKDP dan didalam arah
pengembangan RTRWP 2016 — 2036 ini status terminal akan tetap
Tipe B (Provinsi). Arah pengembangan RTRWP 2016 -2036 akan
ada pembangunan baru Terminal Bersama (Simpang Tiga Bontang
— Sangatta) yang masuk di Kab Kutai Timur dengan fungsi AKDP.
(2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Sektor perkeretaapian memiliki beberapa rencana jaringan jalur
Kereta Api yang akan dibangun yaitu:
(a) pembangunan jaringan dan layanan Kereta Api Lintas Utama
antar kota dengan prioritas tinggi.
Ruas jalan kereta api lintas utama antar kota yang menjadi

prioritas adalah sebagai berikut.
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Gambar 2 Jaringan Kereta Api Prioritas Tinggi di Prov Kaltim

(b) Pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api Perintis
Ruas jalan kereta api perintis yang dibangun dimulai dari
Kabupaten Paser hingga berakhir di Kota Bontang.
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Barat Kertanegara Timur Berau
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Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

Gambar 3 Jaringan Kereta Api Perintis di Prov Kaltim

(3) Sistem Jaringan Transportasi Laut
Jaringan transportasi laut juga menjadi salah satu simpul di Kota
Bontang karena memiliki pelabuhan laut sebagai berikut.

Tabel 7 Pelabuhan Laut di Kota Bontang

1 Tanjung Laut  Bontang Pengumpul Tetap Tanjung '
(PP) Laut

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

(4) Sistem jaringan transportasi udara



Jaringan transportasi udara sebagai salah satu simpul di Kota
Bontang karena memiliki bandar udara sebagai berikut.

Tabel 8 Bandar Udara di Kota Bontang

1 Bontang Bontang Pengumpul Skala Tetap Bontang
Tersier

Sumber: Perda Prov Kaltim No.1/2016 Tentang RTRW Prov Kaltim 2016-2036

3. RTRW Kota Bontang

Rencana tata ruang wilayah Kota Bontang diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 — 2039.

Wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara mencakup seluruh wilayah administrasi Daerah
seluas 28.596 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam)

hektar, meliputi:

a. wilayah darat seluas 16.188 (enam belas ribu seratus delapan puluh
delapan) hektar,
b. wilayah laut seluas 12.408 (dua belas ribu empat ratus delapan)

hektar.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
b. rencana struktur Ruang Wilayah kota;

c. rencana pola Ruang Wilayah kota;

d. penetapan Kawasan Strategis Kota;

e. arahan pemanfaatan Ruang Wilayah kota; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah kota.

Tujuan Penataan Ruang Kota Bontang adalah untuk mewujudkan
Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang

berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui



keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang antarwilayah Nasional, Provinsi maupun
Kota dan antar Kawasan Peruntukan Lindung maupun peruntukan budi
daya sebagai bagian dari pusat kegiatan Nasional Kawasan perkotaan

Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Kebijakan Penataan Ruang, mencakup:

a. pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis
dan proporsional;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
yang merata dan terpadu;

c. pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung;

d. peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan
lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya;

e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan
kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan
perekonomian kota yang produktif dan kompetitif; dan

f. pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan

kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana.

Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan secara hierarkis dan

proporsional, meliputi:

a. membagi dan mengembangkan pusat pelayanan Wilayah kota sesuai
karakteristik dan potensi Wilayah dengan tetap memperhatikan
keseimbangan Wilayah; dan

b. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan maupun dengan

Wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana yang merata dan terpadu, meliputi:

a. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan

udara dengan mengintegrasikan pelayanan intramoda dan antramoda;

b. mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta

ketenagalistrikan dengan interkoneksi sistem regional;
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mengembangkan jaringan telekomunikasi yang melayani seluruh
Wilayah kota;

mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pengendalian banjir
dan penyediaan air baku; dan

mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air
minum, pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya beracun,
pengelolaan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan

drainase, jaringan pejalan kaki, dan jalur sepeda.

Strategi pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung,

meliputi:
a. menetapkan Kawasan Peruntukan Lindung di ruang darat dan ruang
laut;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Peruntukan

Lindung yang telah menurun; dan

. mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) dari luas Wilayah.

Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kota

. Pusat Pelayanan Kota ditetapkan di Kecamatan Bontang Selatan.

. Pusat Pelayanan Kota berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi

pemerintahan kota dan pusat pelayanan ekonomi kota/regional.

. Pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota mencakup

perkantoran pemerintahan daerah dan dilengkapi fasilitas pendukung
pemerintahan dan pelayanan publik lainnya yang berkedudukan di
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pusat pelayanan ekonomi kota/regional mencakup pusat pelayanan

perbelanjaan skala kota dan dilengkapi fasilitas perkantoran serta jasa

pelayanan lainnya yang berkedudukan di Kelurahan Tanjung Laut.

Sistem jaringan transportasi, mencakup:

a.

pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
1) Sistem jaringan jalan, mencakup:

a. jaringan jalan nasional;



i. pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1) ruas Jalan S.
Parman, Jalan Brigjen. Katamso (Jalan Bhayangkara), Jalan MT.
Haryono, Jalan Letjen. Suprapto (Jalan Diponegoro), Jalan D.I.
Panjaitan (Jalan Ahmad Dahlan), Jalan Kapten Tendean (Jalan
Yos Sudarso); dan

ii. pembangunan jalan tol ruas Kota Samarinda yang melewati Kota
Bontang menuju Sangatta.

b. jaringan jalan provinsi;

i. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer dua ruas
Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Brigjen. Slamet Riyadi, Jalan
Laks. RE. Martadinata; dan

ii. pembangunan jalan strategis provinsi yang menghubungkan
jalan arteri primer ruas Kota Samarinda menuju Sangatta (trans
Kalimantan Timur) ke kawasan strategis Provinsi di Kelurahan
Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;

i. peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder ruas Jalan
Ir. Soekarno-Hatta, Jalan Moh. Roem, dan Jalan Letjen. Urip
Sumoharjo;

ii. pemeliharaan jalan kolektor sekunder;

iii. pembangunan jalan arteri sekunder ruas lingkar pesisir yang
menghubungkan Kelurahan Lok Tuan dan/atau sebutan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melewati

iv. Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Bontang Kuala
menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah;

v. pembangunan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Gunung Elai
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, dan
Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan



vi. pembangunan jalan lokal sekunder untuk membatasi
perumahan tepi/atas air di Kelurahan Bontang Kuala.
d. jalan khusus;
i. pemeliharaan jalan inspeksi pipa gas; dan

ii. pemeliharaan jalan pengangkutan batubara.

e. terminal penumpang.
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e berupa pemeliharaan dan peningkatan terminal penumpang
tipe B yang terletak di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau
sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sistem jaringan kereta api, meliputi:

a. jalur kereta api;
Jalur kereta api berupa pembangunan jalur kereta api lintas
utama antarkota dengan prioritas tinggi yang menghubungkan
Kota Samarinda yang melewati Kota Bontang menuju Sangatta
yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan atau sebutan
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. stasiun kereta api.
Stasiun kereta api berupa stasiun kereta api kelas sedang.

b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
1) Pelabuhan Pengumpul;

i. penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Loktuan
sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di Kelurahan Lok
Tuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan; dan

ii. penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Tanjung
Laut sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di Kelurahan
Tanjung Laut Indah.

2) Pelabuhan Perikanan;
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan atau pangkalan
pendaratan ikan yang terletak di Kelurahan Bontang Baru dan/atau

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



3) Terminal Khusus;

i. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Guntung yang berfungsi sebagai Terminal
Khusus kegiatan/aktivitas industri petrokimia dan turunannya;

ii. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undanganyang berfungsi sebagai Terminal Khusus
kegiatan/aktivitas pengolahan minyak bumi dan gas alam;

iii. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi
sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas pembangkitan
tenaga listrik;

iv. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berfungsi
sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas pertambangan;

v. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai
Terminal Khusus kegiatan/aktivitas industri oleokimia dan
turunannya,;

vi. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Tanjung Laut Indah yang berfungsi sebagai
Terminal Khusus kegiatan/aktivitas penumpukan
material/bahan bangunan; dan

vii. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau
TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi
sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas industri.

4) alur pelayaran laut.



Alur pelayaran laut berupa pemeliharaan dan pemanfaatan alur
pelayaran Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan

Terminal Khusus dan/atau TUKS.

c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

1) bandar udara umum,;
Bandar udara umum, berupa pembangunan dan penataan bandar
udara pengumpul skala pelayanan tersier yang terletak di Kelurahan
Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

2) bandar udara khusus;
Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa penataan bandar udara PT. Badak NGL yang terletak di
Kelurahan Satimpo untuk menunjang pengembangan kegiatan
industri.

3) ruang udara untuk penerbangan
Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, berupa pengendalian kawasan keamanan operasional
penerbangan untuk kegiatan bandar udara dan sekitar bandar

udara umum dan khusus.

Infrastruktur perkotaan mencakup:
a. sistem penyediaan air minum,;
b. sistem pengelolaan air limbabh;
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
d. sistem jaringan persampahan kota;
e. sistem jaringan evakuasi bencana;
f. sistem drainase;
g. sistem jaringan pejalan kaki; dan

i. pembangunan dan pemeliharaan ruas pejalan kaki; dan
ii. pembangunan fasilitas penyeberangan.
h. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya, berupa penyediaan dan

pemeliharaan jalur sepeda di ruas jalan kolektor primer satu, jalan



kolektor primer dua, sebagian jalan arteri sekunder, dan sebagian jalan

kolektor sekunder.

Kawasan pariwisata berupa pariwisata alam seluas 2,38 (dua koma tiga
delapan) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan
Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kawasan permukiman meliputi:

a. Kawasan perumahan;

=

Kawasan perdagangan dan jasa;

Kawasan perkantoran;

a0

Kawasan peribadatan;
Kawasan pendidikan;
Kawasan kesehatan;

Kawasan olahraga;

5o o

. Kawasan transportasi;
Kawasan transportasi seluas 134,44 hektar yang terletak di
i. Kelurahan Guntung;
ii. Kelurahan Lok Tuan;
iii. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
iv. Kelurahan Gunung Telihan;
v. Kelurahan Satimpo;
vi. Kelurahan Bontang Lestari;
i. Kawasan sumber daya air;
j- Kawasan RTNH;
k. Kawasan pengelolaan air limbah; dan

1. Kawasan persampahan.

4. Arah Pengembangan Kota Bontang

Sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJPD Kota Bontang 2006-2025,
bahwa untuk periode pembangunan 2016-2021 merupakan tahapan
penguatan dalam dua periode tahapan pembangunan sebelumnya, yaitu
kualitas SDM baik bidang kesehatan maupun pendidikan semakin baik,

pemerataan hasil pembangunan, prasarana dan sarana dasar



pembangunan telah tercapai dan pemerintahan berjalan makin efisien,
efektif, dan transparan, penataan ruang menjadi acuan pokok
pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan hidup terkendali. Dengan
latar belakang di atas, VISI pembangunan kota Bontang 2016-2021 lima
tahun ke depan, sebagai periode pembangunan RPJP tahun ketiga, adalah:
“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang
Bertumpu Pada Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Lingkungan Hidup
Untuk Kesejahteraan Masyarakat’. Rumusan visi tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2006-2025
sebagai Kota Maritim, dan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam
RPJMN 2015-2021. Hal tersebut sangat beralasan mengingat sebagai
entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi oleh wilayah
pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri

kuat (city icon) bagi Kota Bontang.

Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan
industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi
laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil
laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi,
eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah

pesisir (on-shore).

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis
pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan
menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan
industri lain pada umumnya sehingga ke depan industry maritim dan

industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang

Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai arti bahwa Kualitas
Sumberdaya Manusia baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkan
Visi tersebut, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan kualitas
Sumbedaya Manusia semakin meningkat baik pendidikan maupun

kesehatanya, melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.



Kualitas lingkungan hidup mempunyai arti bahwa pembangunan harus
berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
yang ada di Bontang, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan
hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam melalui mekanisme yang

adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteran Masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan Kota
Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-
hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik,

berkualitas dan memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Pemerintah Kota Bontang
memiliki Misi sebagai berikut :

a) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia. Smart City adalah sebuah konsep kota
cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya
dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan
informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan
kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota
sebagai Smart City adalah kualitas sumberdaya manusianya yang
handal. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Smart City

perlu peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan
melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan,
kesehatan, sosialm kependudukan, tenaga kerja dan sektor

permbangunan lainnya.

b) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup. Green City merupakan salah satu konsep
pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, Green City juga
dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya
keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan
kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan

suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni



penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi
masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh
sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat
mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota

masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

c) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan
kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim. Kota Bontang sebagai
Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang
intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai Creative
City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia
(contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya
fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya
jaringan komunitas yang terbuka)dan modal entrepreuneurial (contohnya
aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya
disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan
meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi suatu kota. Dalam rengka untuk mencapai misi tersebut maka

berikut ini adalah kebijakan serta program kerjanya.

E PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BONTANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengamanahkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah
kota/kabupaten bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dalam rangka mewujudkan
transportasi yang handal di Kota Bontang diperlukan sarana dan
prasarana angkutan darat yang memadai disamping dukungan sumber

daya manusia yang unggul serta kelembagaan yang mantap.
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Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bontang

1.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan lalu lintas dan angkutan sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan,
kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan lalu lintas dan

angkutan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

memiliki fungsi dan uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 9 Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Perhubungan Darat
Kota Bontang

1. Perencanaan Program Kerja Bidang 1. Menyusun program kerja Bidang Lalu
Lalu Lintas dan Angkutan; Lintas dan Angkutan berdasarkan

2. Pengorganisasian dan pembinaan kebijakan dan sasaran program
kepada bawahan; kegiatan Dishub sebagai pedoman

3. Penyelenggaraan urusan lalu lintas pelaksanaan tugas;
dan angkutan; 2. Mengordinasikan program kerja Bidang

4. Pengevaluasian dan pelaporan Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan
pelaksanaan program kerja Bidang kebijakan dan sasaran program




Lalu Lintas dan Angkutan; Dishub agar kegiatan berjalan lancar;
S. Pelaksanaan fungsi lain terkait 3. Mendistribusikan tugas kepada

dengan tugas dan fungsi Bidang Lalu bawahan di lingkungan Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan. Lintas dan Angkutan sesuai dengan

tugas dan fungsi agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

4. Memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar
tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

S. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan
di lingkungan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan secara berkala sesuai
dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
mencapai target kinerja yang
diharapkan;

6. Membina dan memberikan teguran
kepada bawahan di lingkungan Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
penegakan disiplin pegawai;

7. Menyelenggarakan urusan lalu lintas
sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam
rangkamewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas jalan dan laut;

8. Menyelenggarakan urusan angkutan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam
rangka mewujudkan keselamatan,
keamanan, kenyamanan, kesetaraan,
keterjangkauan, dan keteraturan serta
menampung perkembangan kebutuhan
masyarakat dalam penyelenggaraan
angkutan umum;

9. Menyelenggarakan urusan pengujian
sarana sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-




undangan dalam rangka memberikan
jaminan keselamatan secara teknis
terhadap penggunaan kendaraan
bermotor, mendukung kelestarian
lingkungan dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program kerja Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan
berdasarkan kebijakan dan sasaran
program sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana kerja yang akan
datang;

11. Menyusun laporan pelaksanaan
program kerja Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan berdasarkan hasil evaluasi
dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain
sesuai dengan perintah
pimpinan/atasan baik lisan maupun
tertulis dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

Sumber: Perwali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

2.Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan prasarana dan keselamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keamanan,
keselamatan, keyamanan, keteraturan lalu lintas dan angkutan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Keselamatan

memiliki fungsi dan uraian tugas sebagai berikut.

Tabel 10 Fungsi dan Uraian Tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan
Kota Bontang

1. Perencanaan 1. Menyusun program kerja Bidang Prasarana dan
Program Kerja Bidang Keselamatan berdasarkan kebijakan dan sasaran
Prasarana dan program  kegiatan  Dishub sebagai  pedoman




dan Keselamatan.

Keselamatan; pelaksanaan tugas;

. Pengorganisasian dan 2. Mengordinasikan program kerja Bidang Prasarana dan
pembinaan  kepada Keselamatan berdasarkan kebijakan dan sasaran
bawahan; program Dishub agar kegiatan berjalan lancar;

. Penyelenggaraan 3. Mendistribusikan  tugas kepada  bawahan  di
urusan prasarana lingkungan Bidang Prasarana dan Keselamatan sesuai
dan keselamatan; dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan

. Pengevaluasian dan dapat berjalan efektif dan efisien;
pelaporan 4. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksanaan program bawahan di lingkungan Bidang Prasarana dan
kerja Bidang Keselamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
Prasarana dan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi
Keselamatan; dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. Pelaksanaan fungsi 5. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
lain terkait dengan Bidang Prasarana dan Keselamatan secara berkala
tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
Bidang Prasarana perundang-undangan untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

6. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di
lingkungan Bidang Prasarana dan Keselamatan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

7. Menyelenggarakan urusan prasarana sesuai dengan
prosedur perundang-
undanan dalam rangka mewujudkan prasarana lalu
lintas;

8. Menyelenggarakan urusan keselamatan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mewujudkan keselamatan
lalu lintas;

9. Melakukan monitoring dan pelaksanaan
program kerja Bidang Prasarana dan Keselamatan
berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai
bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan
datang;

10. Menyusun laporan pelaksanaan program Kkerja
Bidang Prasarana dan Keselamatan berdasarkan
hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah pimpinan/ atasan baik lisan maupun
tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

dan ketentuan peraturan

evaluasi

Sumber: Perwali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan



3. Gambaran Penyelenggaraan/Kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di Kota Bontang Saat Ini

Kota Bontang merupakan salah satu Kota di Kalimantan Timur yang
memiliki PDRB terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu ditopang oleh sektor-sektor lain,

terutama sektor transportasi.

Sektor transportasi Kota Bontang melayani Jumlah penduduk Kota
Bontang 163.651 jiwa tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas)
Kelurahan/desa, dan dimana pertumbuhan penduduk di Kota Bontang
setiap tahunnya 4,72 % yang disebabkan perpindahan penduduk dari

daerah lain yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota Bontang.

Saat ini transportasi andalan  Kota Bontang yaitu menggunakan
transportasi darat. Kota Bontang hanya memiliki Jalan Nasional dan Jalan
Kota. Untuk jalan Nasional di Kota Bontang menguhubungkan Kutai Timur
dengan panjang jalan 9,036 km dan Jalan Kota yang menghubungkan di 3
(tiga) kecamatan di kota Bontang dengan panjang 194,496 km.

Kota Bontang memiliki 4 pelabuhan laut yang terdiri dari 2 pelabuhan
umum dan 2 pelabuhan khusus. Namun ada juga beberapa pelabuhan
khusus yang digunakan oleh Perusahaan Batubara. Pelabuhan tersebut
yaitu pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Umum Tanjung laut. Selebihnya
merupakan pelabuhan khusus Indominko, Pelabuhan khusus PT. Badak

dan Pelabuhan Pagung.

Bontang merupakan kota kawasan industri sehingga memang komposisi
utama yang menggunakan jalan adalah kendaraan angkutan barang. Pada
daerah industri tentunya mereka membutuhkan jalan yang khusus karena
untuk membawa angkutan barang hasil produksi mereka hingga dibawa ke
kapal untuk diangkut. Pada umumnya mereka menyediakan jalur khusus
untuk mereka sendiri, namun ketika menggunakan kawasan kota Bontang

ada peraturan yang harus ditaati para pengusaha angkutan barang.

Kondisi Topografi di Kota Bontang bergelombang dan berbukit. Hampir

disemua ruas di Kota Bontang dengan topografi bergelombang. Hal ini



terlihat dibeberapa titik lokasi seperti Jalan Soekarno Hatta, pertigaan Jl.
Letjen S. Parman-Brigjen Katamso, Jalan Selat Raya, perempatan Jl. Piere

Tendean-Jl. Mayjen Panjaitan.

Kondisi jalan yang memiliki topografi yang bergelombang lebih memiliki
tingkat kerawanan yang tinggi dibanding daerah yang memiliki topografi
datar. Bahkan dibeberapa titik perempatan kondisi jalan tidak rata, akan

tetapi bergelombang.

4. Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kebijakan/stakeholder
terkait, maka ada beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh
Pemerintah  Kota Bontang sehingga perlu diakomodir didalam

regulasi/Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

a. Kondisi status jalan saat ini yang ada di Kota Bontang mayoritas adalah
jalan kota Kelas III, sehingga kejadian overloading masih sering dihadapi
mengingat Kota Bontang sebagai kota industri (sesuai visi misi daerah)
namun pembangunan infrastruktur jalan masih sangat terbatas.

b. Kebutuhan terminal angkutan barang kiranya dapat dipertimbangkan
mengingat perkembangan angkutan barang di Kota Bontang yang makin
meningkat, termasuk efek negatifnya seperti ODOL (over dimension over
loading), pelanggaran lalin dalam proses pengangkutan barang, dan lain-
lain.

c. Kegiatan-kegiatan sosial yang sekiranya dapat mengganggu pergerakan
kelancaran lalu lintas kendaraan agar diantisipasi dalam Perda, supaya
tidak menimbulkan gejolak.

d. Perlu pengaturan kendaraan-kendaraan berdimensi besar dari sisi
manajemen transportasi, misalnya pengaturan jalur khusus utk
kendaraan-kendaraan tersebut berbasis waktu atau rute.

e. Masih terdapat banyak masalah pelanggaran lalu lintas pada angkutan
barang yang mayoritas mengangkut barang-barang hasil tambang (pasir,

tanah, batubara, dll).



f. Permasalahan yang muncul saat ini adalah makin banyak angkutan
umum penumpang dan kendaraan barang yang parkir sembarangan di
badan jalan sehingga menghambat lalu lintas kendaraan.

g. ANDALALIN terkait rekomendasi dalam penanganan material
menggunakan angkutan berat selama masa pra-konstruksi dan
konstruksi supaya tidak terjadi dampak negatif seperti hamburan
material di jalanan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan
aspek keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan.

h. Pengaturan terhadap angkutan barang dimensi kecil seperti mobil pick-up
yang banyak digunakan para pedagang kakilima untuk berjualan di
badan jalan supaya tidak mengganggu kelancaraan lalu lintas.

i. Pengaturan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi usia pelajar.

j- Penggunaan alat bantu pemantauan kondisi lalu lintas di lapangan
seperti pemasangan alat CCTV di beberapa simpang strategis yang rawan
kecelakaan, termasuk sebagai alat bantu pengendalian lalin.

k. Apakah perlu jembatan timbang untuk antisipasi pelanggaran muatan
berlebih di jalan, karena saat ini hanya ada 1 jembatan timbang di Ruas
Jalan Balikpapan — Samarinda.

l. Kota Bontang tidak memiliki terminal penumpang, saat ini sedang
diusulkan adanya terminal penumpang tipe C dan telah diakomodir
dalam RTRW yang sedang direview, sehingga hal ini kiranya juga perlu
dicantumkan pula di dalam Perda.

m. Perlu peningkatan anggaran pembangunan jalan dalam rangka
meningkatkan kelas jalan (menjadi 10 ton) untuk mengantisipasi

kebutuhan angkutan barang yang makin meningkat



EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN DAN REGULASI
TERKAIT

A DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Naskah Akademik penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

j- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas.



B ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Asas Transparan
Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan dalam
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat
luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga
masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Asas Akuntabel
Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas Berkelanjutan
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas
fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik
kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Asas Partisipatif
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengaturan peran serta
masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas

peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Asas Bermanfaat
Yang dimaksud dengan asas bermanfaat adalah semua kegiatan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat
memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

f. Asas Efisien Dan Efektif
Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh



setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Asas Seimbang

Yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar
keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan

kewajiban Pengguna Jasa dan Penyelenggara.

Asas Terpadu

Yang dimaksud dengan asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan
keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab

antarinstansi pembina.

Asas Mandiri
Yang dimaksud dengan asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a.

terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa;
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

C PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN

Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai ruang lingkup UU,

yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan



menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,

tertib, dan lancar melalui:
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai
tanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara bertanggung
jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
meliputi: a) perencanaan; b) pengaturan; c) pengendalian; dan d)
pengawasan. Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur
mengenai penyerahan sebagian urusan dalam pembinaan lalu lintas dan
angkutan jalan, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan,
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah

provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan mengenai Urusan Pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan
dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut UU Nomor

22 Tahun 2009 disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 11 Urusan Pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Menurut UU No.22 Tahun 2009

Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam
melakukan pembinaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan meliputi:

1

2

Urusan Pembinaan oleh
pemerintah kabupaten/
kota (Pasal 6 Ayat (4))

Penyelenggaraan bidang
sarana dan Prasarana
(Pasal 9)

a.

C.

Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kabupaten/kota yang jaringannya berada di
wilayah kabupaten/kota;

pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi,

dan izin kepada perusahaan angkutan umum

di kabupaten/kota; dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

a.

b.
C.

Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan,;

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan
Bermotor;

Perizinan angkutan umum;

Pengembangan sistem informasi dan
komunikasi di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Pembinaan sumber daya manusia
penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; dan

Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan
angkutan umum, persyaratan teknis dan
kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang
memerlukan keahlian dan/atau peralatan



3

4

khusus yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
Rencana Induk Jaringan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
LLAJ Kabupaten/Kota Angkutan Jalan Kabupaten/Kota disusun secara
(Pasal 17 Ayat (1)) berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang
kegiatan berskala kabupaten /kota.

Penetapan Kelas Jalan Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan
Pasal 20 Ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk
jalan kabupaten

Pasal 17 Ayat (2): Proses penyusunan dan
penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
dilakukan dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,;

b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Nasional;

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Provinsi; dan

e. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota

Pasal 17 Ayat (3): Rencana Induk Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota memuat:

a. prakiraan perpindahan orang dan/atau
barang menurut asal tujuan perjalanan
lingkup kabupaten/kota;

b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan kabupaten/kota
dalam keseluruhan moda transportasi;

c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul
kabupaten/kota; dan

d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas
kabupaten/kota.

Pasal 19 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009

menyatakan bahwa Jalan dikelompokkan

dalam beberapa kelas berdasarkan:

a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna
kepentingan pengaturan penggunaan
Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan; dan



5

Penyediaan
perlengkapan Jalan
(Pasal 26 Ayat (1) huruf
c)

Penentuan Lokasi
Terminal (Pasal 34 Ayat

(1))

Penyediaan perlengkapan Jalan diselenggarakan
oleh pemerintah kabupaten untuk jalan
kabupaten dan jalan desa

Terminal penumpang menurut pelayanannya
dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

b. daya dukung untuk menerima muatan
sumbu terberat dan dimensi Kendaraan
Bermotor.

Pasal 25 Ayat (1): Setiap Jalan yang

digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib

dilengkapi dengan perlengkapan Jalan
berupa:

Rambu Lalu Lintas;

Marka Jalan;

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Alat penerangan Jalan;

Alat pengendali dan pengaman Pengguna

Jalan;

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan
penyandang cacat; dan

h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang berada di
Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 27 Ayat (1): Perlengkapan Jalan pada

o oo T

gl

jalan lingkungan tertentu disesuaikan

dengan kapasitas, intensitas, dan volume

Lalu Lintas.

Pasal 34 Ayat (2): Setiap tipe dibagi dalam

beberapa kelas berdasarkan intensitas

Kendaraan yang dilayani.

Pasal 37

a. Penentuan lokasi Terminal dilakukan
dengan memperhatikan rencana
kebutuhan Terminal yang merupakan
bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Penetapan lokasi Terminal dilakukan
dengan memperhatikan:



Penetapan Lingkungan
kerja Terminal (Pasal 39
Ayat (3))

Penetapan Fasilitas
Parkir di dalam Ruang
Milik Jalan (Pasal 43
Ayat (3))

Penyediaan fasilitas
pendukung (Pasal 45
Ayat (2) huruf c)

Lingkungan kerja Terminal ditetapkan dengan
peraturan daerah kabupaten/kota

Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan
hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu
pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan
kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu
Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan
oleh: pemerintah kabupaten untuk jalan
kabupaten dan jalan desa;

c. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa
angkutan;

d. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

e. kesesuaian dengan rencana

pengembangan dan/atau kinerja jaringan

Jalan, jaringan trayek, dan jaringan

lintas;

kesesuaian dengan rencana

pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

keserasian dan keseimbangan dengan
kegiatan lain;

=

kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; dan/atau
k. kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 39 Ayat (1): Lingkungan kerja Terminal
merupakan daerah yang diperuntukkan bagi
fasilitas Terminal.
Pasal 44: Penetapan lokasi dan
pembangunan fasilitas Parkir untuk umum
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan:
a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
Pasal 45 Ayat (1): Fasilitas pendukung
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan meliputi: a) trotoar; b) lajur sepeda; c)
tempat penyeberangan Pejalan Kaki; d)
Halte; dan/atau e) fasilitas khusus bagi

g

h. permintaan angkutan;
i

J
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pemeriksaan dan
pengujian fisik
Kendaraan Bermotor
(Pasal 53 Ayat (3) huruf
a)

Izin Penyelenggaraan
Bengkel Umum (Pasal
60 Ayat (4))

Pengawasan terhadap
bengkel umum
Kendaraan Bermotor
(Pasal 60 Ayat (5))
Kendaraan Tidak
Bermotor (Pasal 63)

Penetapan kebijakan
penggunaan jaringan
Jalan dan gerakan Lalu
Lintas (Pasal 95 Ayat (1)
huruf ¢)

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik
Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh unit
pelaksana pengujian pemerintah kabupaten

Penyelenggaraan bengkel umum harus
mendapatkan izin dari pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan
Bermotor dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

a.

Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis
dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan
penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor
diatur dengan peraturan daerah
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan
penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor yang
bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan
peraturan daerah provinsi.

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan
dan gerakan Lalu Lintas berupa perintah,
larangan, peringatan, atau petunjuk diatur
dengan peraturan daerah kabupaten untuk jalan
kabupaten dan jalan desa

penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
Pasal 53 Ayat (1): Uji berkala diwajibkan
untuk mobil penumpang umum, mobil bus,
mobil barang, kereta gandengan, dan kereta
tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 53 Ayat (2) huruf a: Pengujian berkala
meliputi kegiatan pemeriksaan dan
pengujian fisik Kendaraan Bermotor.

Pasal 62:

1) Pemerintah harus memberikan
kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.

2) Pesepeda berhak atas fasilitas
pendukung keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran dalam
berlalu lintas.
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pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk jalan
kabupaten (Pasal 96
Ayat (5))

Analisis Dampak Lalu
Lintas (Pasal 99 Ayat (3))

Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas (Pasal 133
Ayat (4))

Pasal 139 Ayat (3)

Penetapan Kawasan
perkotaan untuk
pelayanan angkutan

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah
mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Hasil analisis dampak Lalu Lintas merupakan
salah satu syarat bagi pengembang untuk
mendapatkan izin Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah menurut peraturan
perundang-undangan.

Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan
dan dievaluasi secara berkala pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan lingkup
kewenangannya dengan melibatkan instansi
terkait.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
menjamin tersedianya angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang dalam
wilayah kabupaten/kota.

Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

ditetapkan oleh: bupati/walikota untuk kawasan

perkotaan yang berada dalam wilayah

(Pasal 146 Ayat (2) huruf kabupaten/kota.

°)

Pasal 99 Ayat (1): Setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur yang akan menimbulkan
gangguan Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis
dampak Lalu Lintas.

Pasal 145 Ayat (1): Jaringan trayek dan
kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
disusun dalam bentuk rencana umum
jaringan trayek.

Pasal 145 Ayat (3): Rencana umum jaringan
trayek terdiri atas:

a. jaringan trayek lintas batas negara;

b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
d. jaringan trayek perkotaan; dan

e. jaringan trayek perdesaan.

Pasal 146 Ayat (1): Jaringan trayek
perkotaan disusun berdasarkan kawasan
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Penetapan Jaringan
Trayek dan Kebutuhan
Kendaraan Angkutan
Umum (Pasal 148 huruf
°)

Penetapan Jaringan
Trayek dan Kebutuhan
Kendaraan Angkutan
Umum Pedesaan (Pasal
149 huruf a)

Penetapan Wilayah
Operasi dan kebutuhan
Taksi (Pasal 152 Ayat (3)
huruf b)

Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek (Pasal 176 huruf

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan
Bermotor Umum ditetapkan oleh
bupati/walikota untuk jaringan trayek dan
kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
perkotaan dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan
Bermotor Umum perdesaan ditetapkan oleh
bupati untuk kawasan perdesaan yang
menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten

Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan
jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan
oleh bupati untuk taksi yang wilayah operasinya
berada dalam wilayah kabupaten.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek diberikan oleh bupati untuk
penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

perkotaan.

Penjelasan Pasal 142: Angkutan perkotaan”
adalah angkutan dari satu tempat ke tempat
lain dalam kawasan perkotaan yang terikat
dalam trayek. Kawasan perkotaan yang
dimaksud berupa: a) kota sebagai daerah
otonom; b) bagian daerah kabupaten yang
memiliki ciri perkotaan; atau c) kawasan
yang berada dalam bagian dari dua atau
lebih daerah yang berbatasan langsung dan
memiliki ciri perkotaan.

Pasal 152 Ayat (1): Angkutan orang dengan
menggunakan taksi harus digunakan untuk
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu
dengan wilayah operasi dalam kawasan
perkotaan.
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d)

Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak
dalam Trayek (Pasal 179
Ayat (1) huruf d)

Penetapan Tarif Kelas
Ekonomi Angkutan
Umum

(Pasal 182 Ayat (2) huruf
c)

Penyelenggaraan Sistem
Informasi dan
Komunikasi (Pasal 245
Ayat (2))

a. trayek perdesaan yang berada dalam 1
(satu) wilayah kabupaten; dan
b. trayek perkotaan yang berada dalam 1
(satu) wilayah kabupaten.

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek diberikan oleh bupati/walikota
untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya berada dalam wilayah
kabupaten/kota.
Penetapan tarif kelas ekonomi dilakukan oleh
bupati untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam kabupaten serta
angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam kabupaten;
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan
Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sumber: diolah dari UU No.22/2009 Tentang LLAJ



D PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN LLAJ
MENURUT PP NO.38 TAHUN 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota terkait Sub Bidang Perhubungan Darat untuk
Subsub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penjabaran Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 12 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Subsub
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
jalan kabupaten/kota

2 Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

untuk umum.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.

Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.

Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C

Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan

Tipe C

Pembangunan terminal angkutan barang

Pengoperasian terminal angkutan barang

10 Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan
untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu
kabupaten /kota.

11 Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan
kabupaten/kota.

12 Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.

13 Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada
jaringan jalan kabupaten/kota.

14 Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan
taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota

15 Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah
kabupaten/kota.

16 Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa

17 Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.

18 Pemberian izin usaha angkutan barang

19 Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam
kabupaten/kota

20 Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat
lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta
fasilitas pendukung di jalan kabupaten /kota.

21 Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

kabupaten/kota.
HAL
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22 Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.

23 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu
lintas di jalan kabupaten/kota.

24 Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu
kabupaten/kota

25 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

26 Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.

27 Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di
jalan kabupaten/kota.

28 Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:

a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ;

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
d. Perizinan angkutan umum.

29 Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di
wilayah kabupaten/kota.

30 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

31 Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor.

32 Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya
dalam satu wilayah kabupaten/kota

33 Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan
kabupaten/kota.

34 Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.

35 Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

Sumber: PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, khususnya pada bagian
pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum
di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, maka dalam naskah Peraturan Daerah perlu mencantumkan

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

A.LANDASAN FILOSOFIS

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana termuat di
dalam Lampiran [ yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah
Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan
konsiderans, disebutkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan
atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita yang meliputi
suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Landasan filosofis yang termuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bontang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentu saja berkaitan
dengan kewenangan Pemerintah Daerah, pelayanan publik, serta lalu lintas
dan angkutan jalan. Landasan filosofis tersebut tercermin mulai dari
konsiderans hingga batang tubuh dalam naskah peraturan daerah tersebut.
Landasan Filosofis yang akan termuat di dalam rancangan peraturan daerah
ini tidak dapat dilepaskan dari konsiderans ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Bontang khususnya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan,

yaitu:

-



Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada
konsiderans b.

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik pada
konsiderans huruf a

Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

b. bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

. Bahwa negara berkewajiban

melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak
dan kebutuhan 1 dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik,
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan
dan integrasi nasional sebagai
bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana
diamanatkan oleh Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada
tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan filosofis

peraturan daerah ini adalah:

“bahwa Kota Bontang sebagai salah satu simpul transportasi nasional
memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian
bangsa dan khususnya pembangunan Kota Bontang dalam rangka
memajukan kesejahteraan Umum sebagaimana diamanatkan di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”




B.LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di

dalam Lampiran [ yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah

Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan

konsiderans, disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan

atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dan

peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada
konsiderans huruf c

2.  Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik pada konsiderans huruf
b, huruf ¢, dan huruf d

c. bahwa efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan
antara Pemerintah Pusat dengan daerah
dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara.

. Bahwa membangun kepercayaan

masyarakat atas pelayanan publik yang
dilakukan penyelenggara pelayanan
publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan
tuntutan seluruh warga negara dan
penduduk tentang peningkatan
pelayanan publik;

. bahwa sebagai upaya untuk

mempertegas hak dan kewajiban setiap
warga negara dan penduduk serta
terwujudnya tanggung jawab negara dan
korporasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, diperlukan norma
hukum yang memberi pengaturan secara
jelas; dan

. Bahwa sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan
dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga

-



negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik,
diperlukan pengaturan hukum yang

mendukungnya.
3. Undang-Undang Nomor 22 b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tahun 2009 tentang Lalu sebagai bagian dari sistem transportasi
Lintas dan Angkutan Jalan nasional harus dikembangkan potensi

dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran berlalu lintas dan Angkutan
Jalan dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi dan
pengembangan wilayah; dan

c. bahwa perkembangan lingkungan
strategis nasional dan internasional
menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada

tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan sosiologis

peraturan daerah ini adalah:

a. bahwa Kota Bontang merupakan salah satu simpul transportasi
nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan
perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Bontang
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum  sebagaimana
diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

b. bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki kewenangan sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan
jalan serta mengembangkan potensi dan perannya dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

C.LANDASAN YURIDIS
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di

dalam Lampiran [ yang berisikan tentang teknik. penyusunan Naskah



Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan
konsiderans disebutkan bahwa Landasan yuridis merupakan pertimbangan
atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan
substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan
Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,
peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau
tumpang tindih, jenis peraturan yang rendah dan Undang-Undang Sehingga

berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau

peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
Nomor 32 Tahun diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
2004 tentang kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
Pemerintahan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
Daerah pada masyarakat, serta peningkatan daya saing
konsiderans huruf daerah dengan memperhatikan prinsip

b demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Undang-Undang a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap
Nomor 25 Tahun warga negara dan penduduk untuk memenuhi
2009 Tentang hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
Pelayanan Publik pelayanan publik yang merupakan amanat
pada konsiderans Undang - Undang Dasar Negara Republik
huruf a Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 22 Tahun mempunyai peran strategis dalam mendukung
2009 tentang Lalu pembangunan dan integrasi nasional sebagai
Lintas dan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan
Angkutan Jalan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

-



Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada
tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan yuridis

peraturan daerah ini adalah:

a. bahwa Kota Bontang merupakan salah satu simpul transportasi
nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan
perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Bontang
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki kewenangan sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan
angkutan jalan serta mengembangkan potensi dan perannya dalam
rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan
wilayah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah ini telah dipaparkan
secara rinci di dalam Bab IIl.Secara utuh, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan

Yuridis Draft Peraturan Daerah ini adalah:

a. bahwa Kota Bontang merupakan salah satu simpu transportasi nasional
memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian
bangsa dan khususnya pembangunan Kota Bontang dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki kewenangan sebagaimana diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta
mengembangkan potensi dan perannya dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bontang tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

.



JANGKAUAN, ARAH
PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN
PERDA

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu
disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan
Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang
lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada
ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di
dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II. Jangkauan, arah pengaturan dan
ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci

disusun sebagai berikut:

A.SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, ARAH DAN JANGKAUAN

PENGATURAN

Pentingnya sistem transportasi untuk memindahkan barang sudah
selayaknya dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan moda pengangkutan dan
peningkatan pelayanan yang memadai. Berdasarkan Global Competitiveness
Index (GCI) 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan
indeks daya saing Indonesia di peringkat 45 dari 140 negara. Peringkat
tersebut mengalami perbaikan karena tahun sebelumnya menduduki posisi
47. Di lingkup Asia Timur dan Pasifik, Indonesia unggul dalam beberapa pilar,
di antaranya stabilitas makroekonomi, ukuran pasar, dan dinamika berbisnis.
WEF juga menobatkan Indonesia sebagai salah satu inovator terbaik di
kalangan negara berkembang dalam hal kecanggihan bisnis, mengalahkan
Malaysia. Meski demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah karena
banyak pilar daya saing yang berada di bawah angka rata-rata Asia Timur dan
Pasifik. Kesiapan teknologi dan infrastruktur menjadi catatan untuk untuk

mengejar ketertinggalan dari negara-negara di kawasan tersebut.

Kerjasama antar-kawasan Asia dan Eropa melalui Asia Europe
Meeting (ASEM) yang ditujukan untuk menciptakan kemitraan dan kemajuan
Asia-Eropa, mencakup 53 mitra (partners) yang terdiri dari 21 negara Asia, 30

negara Eropa, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa. Penekanan konektivitas



kawasan Asia Eropa dijadikan prioritas kerja sama dan bertumpu pada sektor
ekonomi. Hal ini berarti diperlukan adanya hard infrastructure antara lain
infrastruktur transportasi, perdagangan dan investasi, people-to-people
contact, jaringan logistik, jalur energi, serta informasi dan teknologi
komunikasi. Selain itu, diperlukan soft infrastructure berupa kebijakan,

strategi, cukai, pengembangan kapasitas dalam kerja sama lintas batas.

Beberapa isu global tersebut sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia
yaitu terkait kepelabuhan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, dan Pusat
Logistik Berikat, logistik pangan, sumber daya manusia (SDM),
portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik kebencanaan.
Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri
agar menghasilkan efisiensi. Saat ini pemerintah juga mengoptimalkan aspek
digital agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0. dengan demikian

kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan.

Upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan
peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal
penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi
penerapan sistem Delivery Order Online, (ii) sistem InaPortNet; (iii) relaksasi

prosedur ekspor otomotif; dan (iv) pembangunan otomotif center.

Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai
sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem
Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik. Pengembangan sistem
logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni: (i) Komoditi Utama; (ii)
Infrastruktur Logistik; (iii) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (iv) Sumber
Daya Manusia; (v) Pelaku Penyedia Jasa Logistik; dan (vi) Harmonisasi
Regulasi. Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara
konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai
infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN)
dengan total investasi sebesar Rp 159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah,
meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan rel
kereta api. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan
kemudahan berusaha dengan mengoperasikan sistem Online Single
Submission (OSS). Pembangunan infrastruktur ini berimplikasi positif
terhadap  indeks  efisiensi logistik, terlihat dari  meningkatnya

peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.



Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada
2016 menjadi urutan 46 pada 2018. Pemerintah telah berkomitmen untuk

mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi.

B.MATERI DRAFT PERATURAN DAERAH

1.Judul, Pembukaan, Konsiderans, dan Diktum

Judul : | Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pembukaan |: | Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Konsideran |: |Bagian Menimbang berisikan asas filosofis, sosiologis, dan

s yuridis

Dasar : | Peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang

Hukum diuraikan pada peraturan perundang-undangan yang
berkaitan.

Diktum : Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
Dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2. Batang Tubuh
Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I
tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang

lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian



istilah, dan frasa;
b. materi yang akan diatur;
c. ketentuan sanksi; dan
d. ketentuan peralihan.
Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah

ini:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun
2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan

umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau
definisi; dan/atau

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa
pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

perhubungan.

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,

Pengemudi, Pengguna Jalan,serta pengelolaannya.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu

Lintas Jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang

Lalu Lintas Jalan.

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut
Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang
kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian
antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta
api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau

bandar udara.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang

berjalan di atas rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang

digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan

dipungut bayaran.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang

berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta




19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

perpindahan moda angkutan.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak

untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk

sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang
berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk

bagi Pengguna Jalan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan
atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda
yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong,
serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu

Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat
bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di

persimpangan atau pada ruas Jalan.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan

Kendaraan Bermotor Umum.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang

menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau
tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia

dan/atau kerugian harta benda.

Orang adalah orang dan/atau badan hukum sebagai subyek

hukum yang memegang hak dan kewajiban.




30. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat
MRLL adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

31. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin
serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis

dampak lalu lintas.

32. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan
melalui  penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Draft Peraturan Daerah ini terdiri dari:

BABI :KETENTUAN UMUM
BABII :JARINGAN LLAJ
Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ
Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan
Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1 Umum
Paragraf 2 Kelas Jalan
Paragraf 3 Batas Kecepatan
Paragraf 4 Perlengkapan Jalan
Paragraf 5 Pemasangan Perlengkapan Jalan
Paragraf 6 Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada
Lingkungan Tertentu
Paragraf 7 Fasilitas Pendukung
BAB III :LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa



Bagian Kedua ANDALALIN
Bagian Ketiga Kajian Lalu Lintas
Bagian Keempat Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Bagian Kelima Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas
BAB IV :KENDARAAN
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
BABV :PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Penyediaan Angkutan Umum
Bagian Ketiga Jariangan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan
Bermotot Umum
Bagian Keempat Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum
Paragraf 1 Jenis Pelayanan
Paragraf 2 Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek
Paragraf 3 Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Bagian Kelima Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
Umum
Bagian Keenam Perizinan Perusahan Angkutan
Paragraf 1 Perizinan Perusahaan Angkutan
Paragraf 2 Izin Insidental
Paragraf 3 Dispensasi Penggunaan Jalan
Bagian Ketujuh Tarif Angkutan
Paragraf 1 Tarif Penumpang
Paragraf 2 Tarif Angkutan Barang
BAB VI :TERMINAL
Bagian Kesatu Klasifikasi dan Fungsi Terminal
Bagian Kedua Pembangunan dan Penyelenggaraan
Bagian Ketiga Fasilitas Terminal Penumpang
Bagian Keempat Fasilitas Terminal Barang
Bagian Kelima Lingkungan Kerja Terminal
Bagian Keenam Pengelolaan Terminal
Bagian Ketujuh Jasa Pelayanan Terminal

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal



BAB VII :PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Bagian Kedua Pemindahan
BAB VIII :PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB IX :FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB X :KERJA SAMA
BAB XI :PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII :PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Pembinaan
Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian
BAB XIII :SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV :PENYIDIKAN
BAB XV :KETENTUAN PIDANA
BAB XVII:KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII:KETENTUAN PENUTUP

4. Ketentuan Sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun
2011 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66) disebutkan

bahwa:

a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan
atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan.

b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.

c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian  sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat

berupa, antara lain, ganti kerugian.



Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun
demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus
memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun
2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/

Kabupaten .

5. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun
2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan
memuat penyesuaian pengaturan tindakan atau hubungan hukum yang
sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama
terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan

untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat: sementara.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan
kesimpulan sementara pada penyusunan Naskah Akademis Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

sebagai berikut:

a. Permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas yang dihadapi Pemerintah
Kota Bontang terkait dengan peraturan perundang-undangan daerah yang
ada saat ini bahwa Kota Bontang telah memiliki Peraturan Daerah namun
lingkup pengaturannya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan barang. Adapun Peraturan
Daerah dimaksud lebih mengatur tentang pajak dan retribusi daerah,
sehingga ketika menghadapi persoalan teknis yang spesifik di lapangan
seperti: pengelolaan parkir, terminal angkutan penumpang atau barang,
kelaikan operasional kendaraan, sarana prasarana jalan, pengaturan
trayek, dan Andalalin, belum sepenuhnya dapat tertangani.

b. Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Bontang sebagaimana dimaksud butir (a), maka Pemerintah Kota Bontang
memandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bontang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak
dapat dilepaskan dari landasan filosofis, sosiologis, yuridis yang termuat di
dalam  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan lalu lintas dengan tetap memperhatikan kekhasan atau
karakteristik permasalahan di Kota Bontang.

d. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,
dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi berbagai aspek, yaitu penataan

lalu lintas, sumber daya manusia, dan penegakan hukumnya.

B. SARAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka rekomendasi atau

saran yang diusulkan kepada Pemerintah Kota Bontang adalah:

.



a. Pemerintah Kota Bontang belum memiliki Peraturan Daerah yang
mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk itu, Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Bontang dan Pemerintah Kota Bontang oerlu
bekerja sama memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan
pembahasan raperda sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien,
cepat dan tepat.

b. Perlu menyusun peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan terutama yang berkaitan dengan masalah teknis di
lapangan seperti penyelenggaraan parkir, terminal barang, terminal
penumpang tipe C, dimensi dan ukuran kendaraan barang, sarana
prasarana, trayek angkutan umum, dan Andalalin sebagai turunan dari
Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga
pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat terimplementasikan secara lebih
optimal dan dapat menjadi dasar yang kuat bagi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab dan berkepentingan dalam bidang perhubungan di Kota
Bontang.

c. Dalam penyusunan Peraturan Wali Kota diperlukan koordinasi dari Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membahas isu terkini yang menjadi
permasalahan Kota Bontang agar dapat terselesaikan dalam berbagai
sektor.

d. Untuk menyempurnakan Nasakah Akademik dan Peraturan Daerah yang
mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan
konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai

dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 - 2039.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016- 2036.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-
2036.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2005 - 2025.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.



